
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 86                                                                            TAHUN 2023 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR        84       TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI  

NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai 

dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu 

dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; 

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk 

mengakomodir beberapa pelayanan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yang belum memiliki tarif serta 

penambahan beberapa objek pelayanan baru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan  

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi  

Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indoensia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6809); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR 

SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1  

Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi  

Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD UPTD TPA Sampah 

Regional berdasarkan kontinuitas dan pengembangan 

pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan 

kepatuhan serta kompetisi yang sehat. 

(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diperhitungkan berdasarkan unit cost dan/atau pola tarif.   

(3) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

penyusunan tarif Layanan dalam bentuk formula. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Gubernur dapat memberikan pembebasan Tarif Layanan 

Persampahan. 

(2) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah 

meliputi: 

a. Clean Up;  

b. Gotong Royong Masyarakat/Komunitas; 

c. Pondok Pesantren di sekitar UPTD TPA Regional; 

d. sampah yang diangkut oleh kendaraan Dinas Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau TNI/Polri;  

e. sampah yang diangkut dari Desa Suka Makmur dan Desa 

Taman Ayu; atau 

f. kendaraan yang memuat/mengangkut semua bahan 

untuk RDF/SRF.  

(3) Tata cara pemberian Pembebasan Tarif Layanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.  

3. Kententuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

  



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 17 Oktober 2023 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

 

H. LALU GITA ARIADI 

 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 17 Oktober 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

                           

  H. FATHURRAHMAN 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR  86 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

LALU RUDY GUNAWAN 

NIP. 19700527 199603 1 002 
 

 


